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TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gadai Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalafigih Islam disebut ARahn Ar-Rahn
adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatan sebagai tanggungan
utang' PengertiarAr-Rahndalam bahasa Arab adalah-tssbut wa ad-dawand
yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalamika&t maunrahin, yang berarti
air yang tenang Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QSMuddatsir

: 38 sebagai berikut :

@ e E0aS Ly 508
Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atasyspey telah diperbuatnya”.
Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adai@erupakan makna
yang tercakup dalarkata al-habsuyang berarti menahan. Kata ini merupakan
makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersdédri sebagai pengikat
nd

utang”

Pengertian gadaighn) secara bahasa seperti diungkapkan di atashadala

! Rahmat Syafei, “Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fiksfarh Antara Nilai
Sosial dan Niali Komersial” T. Yanggo, Problematidakum Islam Kontemporer Ill,
Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakat&, T3t. I, HIm. 59.

2 Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Mughny Ntaj, (Mesir :
Musthafa Babi Al-Halabi, 1957), Jilid 2, HIm. 12llihat juga, Abdurrahman Al-Jaziri,
Al-Figh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, (Beirut : DaAl-Fikr, 1996) Jilid 2, HIm. 249.

¥ Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, (Bat : dar Al-Fikr, 2002),
Jilid 4, HIm. 4204

* Ibid, Hal. 4204,
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tetap, kekal danjaminan, sedangkan dalam peagestilah adalah menyandera
sejumlah harta yang diserahkan sebagai jamsexara hak dan dapat diambil
kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebusiwiNapengertian gadai yang
terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang MuRerdata adalah suatu
hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutdag sesuatu barang
bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserakd@ada orang yang berpiutang
oleh orang yang mempunyai utang atau orang laim d&&s nama orang yang
mempunyai utang. Karena itu, makna gadehi) dalam bahasa hukum
W S By g e Xep g e
Gl &l oo 22 38T 5t 2

Artinya : “Menjadi sesuatu barang yang mempunyHii iarta dalam pandangan
syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untukgarebil
seluruh atau sebagian utang dari barang tersébut”.

Sedangkan pengertian gadai menurut para ahli hukiam adalah

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :
.{'B ,.:/.:L.'.; ‘e 3a Y Lo g"'l"' P {'.F' 2 %1
9 8 e e 35228 2, B35 s 552 e s

Artinya : “Menjadikan suatu barang yang biasa dijsebagai jaminan
utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutarakti
sanggup membayar utangriya.

5 Sayyid Sabiqg, Al-Figh As-Sunnah, (Beirut : Dar Al 1995), Jilid 3, HIm.
187.
® Ibid., HIm. 188.
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b. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut :
.4:‘16 A ' o ForBly 'Q’: 1‘ .k T ats oy - iz e e op
"l o2 f!L“-:é-“l Ty uTgt_..u o g,—...a_ ‘,J;Ji @}— l-"‘ (_5-:\“ JL?.“
Artinya : “Suatu benda yang dijadikan kepercayaaatis utang, untuk
dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidakggap
membayar utangnyd”.
c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :
Y 023 3 4 B ATl e S5y Ozass 2k
Artinya : “Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwgahg diambil dari
pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang ydetap
(mengikat)”.?
d. Ahmad Azhar Basyir
Rahnadalah perjanjian menahan suatu barang sebaggjuagan utang,
atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurutapayachsyara’ sebagai
tanggungan marhuhbih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu
seluruh atau sebagian utang dapat ditefima.
e. Muhammad Syafi'i Antonio
Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah sata haltk nasabah

(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas ysapgman (marhun

bih) yang diterimanyavlarhuntersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

" Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu QudamaRMViughny ‘ala
Mukhtashar Al-Kharqiy, (Beirut : Ad-Dar Al-Kutub Alimiyyah, 1994), Jilid 4, Him.
234.

& Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam, op. cit., HIm. @8.

® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, UtRigtang gadai,

(Bandung : Al-Maarif, 1983), HIm. 50.
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demikian, pihak yang menahan atau nmeergadai rburtahin

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembalurse atau

sebagian piutangnyA.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan péeh ahli hukum
Islam di atas, dapat disimpulkan bahvedan adalah menahan barang jaminan
yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sgaiajaminan atas pinjaman
yang diterimanya, dan barang yang diterima tersbbrrtilai ekonomis, sehingga
pihak yang menahannya (murtahin) memperoleh jaminmank mengambilnya
kembali seluruh atau sebgaian utangnya dari bagad@i yang dimaksud, bila
pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utaoi@ waktu yang telah
ditentukan (Ali, 2008).

Jika memperhatikan pengertian gadah() di atas, maka tampak bahwa
fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjangén pihak yang meminjam
uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi peméng adalah untuk
memberikan rasa ketenangan bagi pemilik uang dganjatminan keamanan uang
yang dipinjamkan. Karena ituahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan
utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehirdgjam bukuigh mu’amalah
akad ini merupakan akathbarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan

imbalant!

% Muhammad Syafi'l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Keelr, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2001), Hal. 128
" Ibid., HIm. 128.
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Adapun menurut istilah, pengertidn-Rahnadalah sebagai berikut :
Menurut Sayyid Sabiq

Ar-Rahn adalah menahan salah satu hak milik si peminjabags
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yditeghan tersebut
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak garmenahan
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembalurge atau
sebagian piutang. Secara sederhana dapat dijeldsitamarahn adalah
jaminan utang atau gaddi.

Menurut Rahmat Syafi’i

Gadai merupakan penahan terhadap sesuatu baraggndeak sehingga
dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barangjters®

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang pengiutang atau
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya olearggberhutang oleh
seorang lainnya atas namanya, dan yang memberétaragaan kepada si
piutang lainnya dengan pengecualian untuk biayselg®jan barang
tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk biaygebianana yang
didahulukan*

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat nmepyikan pengertian

adalah pinjam meminjam uang dalangkanertentu dan menyerahkan

12 sayyid Sabig, Op. Cit, HIm. 193.
¥ Rahmat Syafei, Fikih Muamalah, Bandung, Pustakim SE291, Him. 159.
* R. Subekri, Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang ok Perdata, cet. 28,

Jakarta, PT. Padya Parmita, 1996, HIm. 297.
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barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Jikangutelah sampai dalam
jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjamaktidbisa membayar
hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak maikgymemberi pinjaman

sebagai barang pengganti atas uang pinjamannya.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkammgiitek hutang
piutang dengan jaminan (gadai), antara lain tertdapéam Al Quran, Hadist
Rasullulah, ljma’ Ulama dan Fatwa Majelis Ulama dndsia yang dijelaskan
sebagai berikut :
a. Al Quran

Qs. Al Bagarah (2) ayat 283 yang digunakan sebalgeiar dalam

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

- = e s oa o, r
il A5 aR 50k 55 Ll Tdai ) o Lo pdas 50
Lk 3 S, AT g i sl 3l L iy

=

rLJ.cU_gJ.m Loy & 0755405 55l 5250 133385 25500 3

-- TAY

U

A

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermalan tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, mak@daklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang bengutaAkan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanathyéangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannyas; jdaganlah
kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan bas@apga yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalahg oyang
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berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa ykagu
kerjakan”™

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas lahdaAllah
memerintahkan pada seseorang yang mengadakan ji@rjautang-piutang
dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis semuimka hendaknya orang
yang berhutang memberikan sesuatu barang yang rbartyang dimilikinya
sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dso@kkan agar orang yang
menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Rada diatas disebutkan,
menyerahkan barang tanggungan kepada yang mentbeg gebagai jaminan
utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasaap® karena dalam
perjalanan tidak akan mendapatkan seorang peranig gkan mencatat perjanjian
tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat di atas, yangaaiesyarat sahnya
perjanjian hutang piutang baik dalam perjalananpualkkeadaan mukim adalah
adanya suatu barang yang bernilai menurut pandasgara’ yang dijadikan
sebagai jaminan hutar®.

b. Hadist Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuatusan gadai

syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yangafdar diungkapkan sebagai

berikut :

> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya,ya¥amn
Penyelenggara Penterjemah Al Quran, Semarang, Gha Putra, 1995, Him. 124.

6" Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tafsir fi Zhilalih Qan di Bawah Naungan Al
Quran, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, Him. 301.
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- Hadist A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muoslyang berbunyi :

B e 78 J\i S T \“,.n\ s 6\51‘\ lﬁl‘»
md-'- N\.wab;,a; Sl\ucrn\, e el &
(e olgy) 505 (0 B35 & JJ\‘U%S-’th“g

Artinya : “Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq biiorahim Al —
Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya
mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin * Amaay d
Ibrahim dari Aswad dari * Aisyah berkata : bahwasan
Rasullulah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi
dengan menggadaikan baju besin{/a(HR. Muslim)

- Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkarelollbnu Majah yang

berbunyi :

¢_’T-';3tsuruw‘¢ &”W‘J‘w’" &

"'P

s 4o 4aY 325 A..,.LJL Bove Xig 5 %8 A Jod RORC G
(da-\.a "‘_2.))

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Nashin Ali Al-
Jahdhani, ayahku telah meriwayatkan kepadaku,
meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dars An
berkata : Sungguh Rasulullah saw, menggadaikan baju
besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan

menukarkannya dengan gandum untuk keluargalfyg4R.
Ibnu Majah)

17.

Lihat, Imam ABi Husain Muslim bin Hajjaj Al-KusyairAn-Naisaburi, Shahih
Muslim. (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, HIm. 51.

18. Lihat, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid ADazwiny, Sunan lbn
Majah, (Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, HIm. 1.
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- Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imal-Bukhari, yang

berbunyi :

u;wm\upe,guy’_s)u L) B BT B 0y Sasd Bl
S3pe SBT3 iz, J,Magm -'—Jb an&cj}d'{
a&z)) q;}&.;j__.g;‘;,m Jeg B3as L,Kb\ @@ Srdig M Gl

(kﬁﬁ‘rl“w)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammiid mugqatil
mengabarkan kepada kami Abdullah bin  Mubarak,
mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi ddmu
Hurairah, dari Nabi saw., bahwasannya beliau beesab
Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dagat pu
diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadajibwa
memberikan nafkah dan penerima gadai boleh merktapat
manfaatnya™® (HR. Al-Bukhari)

- Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra., yéegbunyi :

sle; bk J aplal (ol s ¥ 1 G U8 b 555h G

Artinya : “Barang gadai tidak boleh disembunyikdari pemilik yang
menggadaikan, baginya risiko dan hasiln§fa’(HR. Asy-
Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

9 Lihat, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bibr&himbin Mughiram
bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, Shahih Al-Bukhia (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, HIm.
116.

20 Lihat, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bibrahimbin Mughiram
bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy., Op. Cit., HInlL16.
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c. ljma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. dimlaksud,
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yanggadaikan baju besinya
untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Panza juga mengambil
indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, teusdetika beliau beralih dari
yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat keyay kepada seorang
Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap iNdbhammad saw, yang tidak
mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggagambil ganti ataupun
harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepadakaéte

litihad berkaitan dengan praktek hutang pihutanggde jaminan (gadai)
seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapay yaenanggung biaya
pemeliharaan barang jaminamgrhur) selama berada pada pihak yang memberi
piutang (nurtahin. Oleh karena itu, parduqgoha’ berusaha merumuskan
ketentuan-ketentuna dalam hutang piutang dengamgan{gadai) tanpa keluar
dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agasimg-masing pihak yang
melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutarggan jaminan (gadai) tidak
saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yangimiehkan kemudharatan.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjaniang-piutang itu merupakan
hasil ijtihad para fugoha’, antara lain tentangumkdan syarat-syarat dalam

perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).

“ILihat, Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatw, (Beirut : Dar Al-Fikr,
2002), juz VI, Cet. 4, Hal. 4210, Lihat juga Asye@wny, Mizan Al-Kubra, (ttp : Dar Al-
Kutub Al-Islamiyah, tt) HIm. 75; Faizal bin Abdulziz Ali Mubarak, Nail Al-Awthar,
terj. Mu’amal Hamady, (Surabaya : PT. Bina Ilmu87§ Him. 1787.

22 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Beirut, Dal Al-FikAl-limiyah, t.th, Him.
787.
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d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indang&SN-MUI)
menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengdai gyariah, diantaranya
dikemukakan sebagai berikut :
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indané¢p : 25/DSN-
MUI/INI/2002, tentang Rahn;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indané$d : 26/DSN-
MUI/111/2002, tentang Rahn Emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indanéép : 09/DSN-
MUI/IV/2000, tentang Pembiyaan ljarah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indanéép : 10/DSN-
MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indané$d : 43/DSN-

MUI/VI111/2004, tentang Ganti Rugi.

3. Rukun dan Syarat Gadai
Dalam figih empat mazhalfigh al-mazhahibal-arba’ah) diungkapkan
rukun gadai sebagai berikut :

a. Aqgidialah orang yang melakukan akad yang meliputi dah,aaiturahin
(orang yang menggadaikan barangnya), dan murtabmang yang
berpiutang dan menerima barang gadai), atau peaegadai. Hal yang
dimaksud didasari olelsighat yaitu berupa ucapan ijab gabul (serah

terima antara penggadai dengan penerima gadai).
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b. Ma’qud alaih meliputi dua hal, yaitu marhun (barang yang digeatd
danmarhunbihi (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad¥ahn.
Sedangkan syarat-syarat gadai antara lain :

a. Sighat, ijab dan gabul, ijab adalah permulaan pesge yang keluar dari
salah seorang yang berakad sebagai gambaran k&hgadalalam
mengadakan akad, sedangkan gabul ialah perkatagrkgtuar dari pihak
yang berakad pula yang diucapkan setelah adaalyaSjarat sighat tidak
boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu kamgdatang.

b. Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum menpangertian
bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan pebudaikum, yang
ditandai dengan agqil baligh, berakal sehat dan niamgdakukan akad.

c. Utang MarhunBih)

Utang (narhun bih) mempunyai pengertian bahwa : (a) Utang adalah
kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar #appihak yang
memberi piutang; (b) merupakan barang yang dim#kdaa jika tidak
bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut d#pung jumlahnya.

d. Marhun
Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtaltengpma gadai) atau
wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama metgtpbahwa syarat

yang berlaku pada barang gadai adalah syarat henteku pada barang

23 Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘ala Al-Madzahibllm. 296. Lihat juga,
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, (tp : Dar Al-KuiuAl-Islamiyyah, tt), HIm. 205.
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yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannyazddaf
- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkerenurut syariat
Islam;

- Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seingbdengan besarnya

utangnya;

- Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus daji@ntukan secara

spesifik);

- Agunan itu milik sah debitur;

- Agunan itu tidak terikat dengan hak orang laink@n milik orang lain,

baik sebagian maupun seluruhnya);

- Agunan itu harus harta yang utuh, tidak bedidseberapa tempat;

- Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lairk beaterinya maupun

manfaatnya.

Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam dalamdzheb Maliki
tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukaste pgemua harga, pada
berbagai macam jual beli, kecuali jual beli matagiasing (sharf) dan pokok
modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akaaddigan harus jelas dan
bisa diserah terimakan setelah terjadi kesepakatara penggadarahin) dan

penerima gadaiurtahin).?®

4 Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : ¢éma Ulama dan

Cendikiawan, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazlgstirte, 2001, Him. 21.
% |bnu Rusyd, Bidayatul Muijtahid, Juz Ill, ahli baaaAbdurrahman, dkk.,
Semarang, Asy-Syiyfa, 1990, Him. 304-306.
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Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa dygamg harus
dipenuhi dalam praktek gadai antara lain :
a. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pimgkmalakukan akad
(rahin danmurtahin,

Perjanjian hutang pihutang dengan perjanjian lgutéanggap sah jika
subjeknya memenuhi syarat yang sesuai dengan @indakkum, seperti
jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap gramampu melakukan
akad jual beli secara sah dan benar, transaksi dikamggap sah apabila
dalam perjanjian hutang piutang terdapat barangngmm (gadai), oleh
karena itu syarat yang berlaku dalam jual beli sder@gan syarat-syarat
yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang dengarnan (gadai).

Syarat-syarat hutang pihutang dengan jaminan {gaddalah
mumayyizdan berakal sehat. Anak kecil yang belum munzawataupun
orang yang lemah akalnya, apabila akan mkakuyperjanjian hutang
piutang dengan jaminan (gadai) maka harus sepdngatavalinya.

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang jartmreahur),

Syarat barang yang boleh dijadikan jaminan hutasgerti dalam
transaksi jual beli antara lain barng yang boleth)slijadikan objek jual
beli, diperbolehkan juga sebagai jaminan hutandggpm dengan jaminan
(gadai), begitu pula sebaliknya. Oleh karena iaaki diperbolehkan
memberikan jaminan hutang dalam wujud barang regigerti anjing,
babi, dan lain-lain. Dan juga tidak diperbolehkarnjadikan barang

jaminan yang belum jelas wujudnya seperti anak thimga yang masih
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dalam kandungan induknya, buah-buahan yang belusakr®elum jelas
hasilnya).
c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang gidimgan jaminan.

Hutang disyaratkan sesudah jelas dan tetap, baiknb tersebut
dilakukan atau diberikan seketika ataupun padawgéhg akan datang.
Oleh karena itu, hutang dianggap sah apabila sgarangadakan akad
perjanjian hutang piutang dengan jaminan pada npaigwya (al-ju’lu)
yang pemberian upah dari seseorang kepada oramgatas jasa yang
diberikan.

d. Syarat yang berhubungan dengan transaksi (akad),

Akad perjanjian hutang pihutang dengan jaminanddDa tidak
ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengasntakad perjanjian
hutang pihutang dengan jaminan (gadai) itu sendilisalnya dalam
perjanjian hutang pihutang dengan jaminan (gada&ifghendaki apabila
barang jaminan telah diberikan kepada pihak pembetang tidak dapat
melunasi hutangnya, maka barang jaminan harusl|difeanudian jika
pihak penerima hutang mensyaratkan barang jameraahut tidak barada
di tangan pemberi hutang atau apabila hutang tilakasi maka barang
jaminan tidak boleh dijual dan syarat seperti karmbertentangan dengan
akad perjanjian hutang piutang dengan menggunakamn (gadai) dan

akan dianggap baté.

5 Abdurrahman Aljaziri, Kitabul Figh fi Mazhabil A\rbaah, Beirut, Dar
Al Fikr, HIm. 320.
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Menurut golongan Hanafiah, syarat yang harus dipedalam perjanjian

hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga magaitu :

a. Syarat terjadinya hutang piutang dengan jaminadaiygaitu suatu yang
dijadikan jaminan dalam bentuk barang yang bermianurut syarat dan
hutang benar-benar telah diterima oleh pihak yaathliang dengan
jaminan (gadai) sebagai ganti dari barang jaminan.

b. Syarat sahnya atau diperbolehkan perjanjian hutpiogang dengan
jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu :

Berkaitan dengan akad, ada dua macam, yaitu :

- Hendaknya syarat tidak berkaitan dengan akad,

- Tidak disandarkan pada waktu tertentu.

Berkaitan dengan jaminan (gadai) ada lima macarty y

- Barang jaminan harus jelas (tertentu),

- Barang jaminan berada dalam kekuasaan pihak pepib¢aing degan
jaminan (penerima) setelah ia terima,

- Barang jaminan (gadai) terlepas dengan pihak rgpihak yang
berhutang dengan jaminan),

- Barang jaminan (gadai) bukan barang najis,

- Barang jaminan (gadai) tidak termasuk barang yadgkt biasa
diambil manfaatnya oleh umum (mubahat amah) yataktberkaitan
dengan hak milik seseorang.

Yang berkaitan dengan pihak yang melakukan alagid) yaitu

berakal sehat.
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c. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), yaitu lgajaminan hutang
(gadai) telah diterima oleh pemberi piutang (penarpgadai) pihak yang
berhutang dengan jaminan (rahin) masih diperbolehkeenarik atau
mencabut kembali perjanjian hutang piutangnya (@jeathinyaf’

Menurut golongan As-Syafi'iyyah, syarat yang hadipenuhi dalam

perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)dag macam, yaitu :

a. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), artinyargarjaminan telah
diterima oleh pihak pemberi hutangrtahin).

b. Syarat sahnya perjanjian hutang dengan janadarempat macam, yaitu :
- Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendakitpk dikaitkan

dengan syarat yang dikehendaki oleh akad ketikéh j&gmpo, karena
dapat membatalkan perjanjian (akad gadai).

- Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yanggamakan transaksi),
yaitu rahin dan murtahin yang cakap berbuat hukum dan keduanya
sudah baligh serta berakal. Namun atas pertimbategtamtu wali boleh
mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jan{oedtai) terhadap
harta anak yang dalam penguasaannya seperti :

« Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki ukdak
perjanjian hutang piutang dengan jaminan,
» Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadaiyandung

kemaslahatan terhadap anak atau orang.

27 1bid, HIm. 324 -328.
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- Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hugaaghur) antara
lain :

* Pihak yang berhutang dengan jamingahii) mempunyai hak
kuasa atas barang yang dijadikan jaminan hutaraghur),

» Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang

« Barang yang dijadikan jaminan hutangafhur) bukan barang
yang cepat rusak, artinya barang tersebut dimukgkinrusak
setelah jatuh tempo,

* Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutasaah
barang suci,

* Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapamfail
manfaatnya menurut syarat meskipun pada saat yamgdatang.

- Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadibsdiadakannya
perjanjian hutang piutang dengan jaminanaihun bih) ada empat
macam, yaitu :

* Penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang,

* Hutang yang diterima pihak yang berhutang dengamingn
sudah tetap,

* Hutang itu tetap seketika atau yang akan datariy kdeenanya
sah pada akad perjanjian hutang piutang dengamgansebab

harga dalam masa khiyar,
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+ Hutang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, sitatnya®

Menurut golongan Hambaliyah, syarat yang haruserdipi dalam
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)dag macam, yaitu :

a. Syarat tetap (mengikat), yaitu barang yang dijadjkaninan hutang telah
diterima oleh pihak yang memberi piutang.

b. Syarat sahnya perjanjian hutang piutang dengamnan (gadai) terdapat
empat macam, yaitu :

- Syarat yang berkaitan dengan akad,

- Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakuk&d, a

- Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hitaaghur),

- Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menyeballlekukannya

perjanjian hutang piutang dengan jaminaraihun bil).

Dari pendapat beberapa ulama diatas, pada dasgen@apat mereka
memiliki kecenderungan yang sama artinya pendapatka tentang syarat-syarat
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadan) t@éatang syarat bagi aqid
(rahin dan murtahin), marhun (barang jaminan), mytémarhun bih), akad
(marhun alaih). Akan tetapi diantara beberapa pgeaitdsgang ada di atas, pendapat
dari golongan As-Syafi'iyyah-lah yang memberikanarsy-syarat perjanjian

hutang piutang denagn jaminan yang lebih terpedaailebih sempurrfa.

2 |bid, HIm. 328 — 330.
29 |bid, HIm. 330 — 331.
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4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Mékiukum Islam
A. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
Hak penerima gadair(urtahin), antara lain :

a. Penerima gadai berhak menjuatarhun apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hesijualan harta
benda gadainfarhur) dapat digunakan untuk melunasi pinjamaraihun
bih) dan sisanya dikembalikan kepackhin.

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantiaya byang telah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta bgadai (narhur).

c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemeggdai berhak
menahan harta benda gadai yang diserahkan olehepegalolai (nasabah/
rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncubjikeam yang
harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atawosotnya harta
benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiann

b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gatlsk kepentingan
pribadinya.

c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepaabgxi gadai

sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
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. Hak dan Kewajiban Pemberi GadRiahin

Hak pemberi gadarghin) antara lain :

. Pemberi gadairéhin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda
yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman nyang

. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kdars dan/atau
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal disebabkan oleh
kelalaian penerima gadai.

. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjusdata benda gadai
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-bd&gaya.

. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta bendai dala penerima
gadai diketahui menyalahgunakan harta benda @aclga.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas, maka cuflah

kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang tei@ghirdanya dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk abmagya yang

ditentukan oleh penerima gadai.

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualam terida gadaiannya,

bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemndeedai tidak dapat

melunasi uang pinjamannya.
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5. Pemanfaatan Barang Gadai
Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaagand
pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut :
A. Pendapat Ulama Syafi'iyah
Menurut ulama Syafiiyah seperti yang dikutip ol€huzaimah T
Yanggo Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atasfaat harta
benda gadainfarhur) adalah pemberi gadaiahin) walaupunmarhunitu
berada di bawah kekuasaan penerima gadai (murtdhiddsar hukum hal
dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad saw, sebaguib :
Pertama, hadist Nabi Muhammad saw, sebagai berikut,
Silea Bad 06 2 & B35 5106 e Bnm o G o 3
&5
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasayarRasullullah saw.
Bersabda : Barang jaminan itu dapat air susunya dan
ditunggangi/ dinaiki”.
Kedua, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya “Dari Abi Huraira
Nabi Muhammad saw. Bersabda : Gadaian itu tidakutognhak yang
punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyhandan dia wajib
mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan daa)bigHR. Asy-
Syafi’i dan Ad-Daruqutni).
Ketiga, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya : “Dari Umar

bahwasannya Rasullulah saw bersabda : Hewan segetidak boleh
diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).

% Lihat, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, Profdéka Hukum Islam
Kontemporer, Edisi Ke-3, (Jakarta : LSIK, 1997)nHB33.



38

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, dapebpllkan bahwa
marhun itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atagahin
Kepemilikanmarhuntetap melekat padahin. Oleh karena itu manfaat atau
hasil dari murtahinitu tetap berada padahin kecuali manfaat atau hasil
dari marhun itu diserahkan kepadaurtahin Selain itu, perlu diungkapkan
bahwa pemanfaatamarhun oleh murtahin yang mengakibatkan turun
kualitasmarhuntidak dibolehkan kecuali diizinkan ole&hin.

B. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutiphoMuhammad
dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda g@daitahin) hanya
dapat memanfaatkan harta benda barang gadaiaziatdari pemberi gadai
dengan persyaratan berikut :

a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena memgkan. Hal itu
terjadi seperti orang menjual barang dengan hagag ytangguh,
kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu gasesuai dengan
utangnya maka hal ini diperbolehkan.

b. Pihakmurtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda agadai
diperuntukkan pada dirinya.

c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkanus ditentukan

apabila tidak ditentukan batas waktunya maka ndébjtal >*

% Lihat, Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Skariguatu Alternatif
Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jaka®alemba Diniyah, 2003), HIm. 70.
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Pendapat di atas, berdasarkan hadist Rasullidlahsebagai berikut,
Pertama, hadist Nabi Muhammad saw :
Son a6 # A 325 506 e sph of ip A ol i
&5
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasganRasulullah saw,
bersabda : Barang jaminan itu dapat ditunggashmn diperah
susunya”.
Kedua, hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya :
“Dari Umar bahwasannya Rasullullah bersabda : Heweseorang
tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya”. (WRBukhari).
. Pendapat Ulama Hanabilah
Menurut pendapat ulama Hanbilah, persyaratan imagtahin untuk
mengambil manfaat harta benda gadai yang bukampaenewan adalah
(&) Ada izin dari pemilik barang, (b) Adanya gadaiukan karena
mengutangkan.
Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidpkt diperah dan
tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikanmj@gaikhadam Akan

tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa runsalah, kebun dan

semacamnya maka tidak boleh mengambil manfadtnya.

%2 Lihat, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, dp, Elal. 75.
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Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut

-

Gy s Gh) 6 8 Ay 5T 106 b b o i

Artinya : “Barang gadainfarhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya
apabila digadaikan dan atas yang mengendiaa
meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR. Al-Bukhar

Hadist Nabi Muhammad saw, tersebut dijadikan dalkakum
keboleharmurtahinmengambil manfaat dari barang gaaaathur).

Dari Muhammad bin Salamah bahwa Rasulullahsawsabela :
Apabila seekor kambing digadaikan maka yang ne@egadai boleh
meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makaapabila ia
meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahmgaka ia termasuk
riba.

Kebolehammurtahinmemanfatkan harta benda gadai atas seizin pihak
rahin, dan nilai pemanfatannya harud disesuaikan deb@ggm yang telah
dikeluarkannya untuknarhundidasarkan atas hadist Nabi Muhammad saw.
Yang artinya sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasannya Rasiiidaw. bersabda :
barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperahrsya.

Dari Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabt#avan seseorang
tidak boleh diperah tanpa seijin pemiliknya. (HR-BAIkhari)

. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaaararpemanfatan

barang gadai yang mengakibatkan kurangnya haegatamtak. Alasannya

adalah hadist Muhammad saw, sebagai berikut :
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Artinya : “Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah raberkata,

bahwasannya Rasulullah saw. bersabda : Baranggamin
utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya
serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya,
wajib menafkahi”. (HR. Al-Bukhari)

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi bHarang gadai
(marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi ipenegadai
(murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan ofemerima gadai
(murtahin maka berarti menghilangkan manfaat dari barangebert,
padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemel#dma Hal itu dapat
mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pivakama bagi pemberi
gadai (ahin).*

Lain halnya pendapat Sayyid Sabig, memanfaatkaanigagadai tidak
diperbolehkan meskipun sering orang yang menggadaikindakan orang
yang memanfaatkan barang gadai tidak ubalgisedh, dan setiap bentuk
giradh yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali baraamggydiagadaikan
adalah hewan ternak yang bisa diambil susunya.|Remarang memberikan

izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka peaegadai boleh

memanfaatkanny¥.

¥ Lihat, Muhammad dan Sholikhul Hadi, op. cit., HIP6.
% Lihat, Ibid.
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Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkansdmtmpunyai
dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penajsaranberbeda-beda,
oleh karena itu penulis mempunyai pendapat yarg, ltetapi tetap
menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukadiam para ulama,
yaitu fungsi dari barang gadamérhur) sebagai barang jaminan dan
kepercayaan bagi penerima gadau(tahin sehingga barang tersebut dapat
dimanfaatkan oleh penerima gadanuftahin. Namun, bilarahin ingin
memanfaatkanmarhun harus seiringmurtahin Dari hal tersebut dapat
disimpulkan kekuasaan pemanfaataarhunberada padanurtahin selama
utang rahin belum dilunasi kepadanurtahin Pendapat penulis tersebut
menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksammaiai pada umumnya
baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empsawah maupun kebun

maupun yang lainny®.

B. Jenis-Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah
1. Jenis Gadai Qard Al-Hasan

Akad gard al-hasanadalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi
gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal trangaklai harta benda yang
bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang dipekiian untuk konsumtif.

Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabaihnin) dikenakan biaya berupa upédée

% Muhammad dan Sholikul Hadi, I, HIm. 76.
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dari penerima gadain(urtahin). Akad gard al-hasandimaksud, pada prinsipnya
tidak boleh pembebanan biaya selain biaya admasistr
Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksudkarddsarkan cara :
(a) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam namibukan presentase dan
(b) Biaya adminitrasi harus bersifat jelas, nyaa gasti serta terbatas dalam hal-
hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kont&ain itu, mempunyai
mekanisme dalam bentuk :

a. Harta benda yang digadaikan olain berupa barang yang tidak dapat
dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya Hdarupa barang
bergerak seperti emas, barang-barang retekt dan sebagainya.

b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi Hsil.

2. Jenis Gadai Akad Mudharabah

Akad mudharabahadalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pember
gadai (ahin) dengan penerima gadanrtahin. Pihak pemberi gadaighin) atau
orang yang menggadaikan harta benda sebagai jammak menambah modal
usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimakgimhk pemberi gadai akan
memberi bagi hasil berdasarkan keuntungan yangralgie kepada penerima

gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modati@ngmnya dilunast’

% Lihat, Muhammad Firdaus, dkk., Mengatasi Masalabndgan Pegadaian
Syariah, Jakarta, Reinesa, 2007, Cet. Ke-2, HIm. 29
¥ Lihat, Ibid., HIm. 29.
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Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat diazkan oleh
penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatannieEmgenai pemanfaatan
harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapatdikan dengan jenis harta
benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda igatidak berniat
memanfaatkan harta benda yang dimaksud, penerida dapat mengelola dan
mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnyeernkan sebagian kepada
pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa akatidharabah mempunyai
ketentuan, yaitu :

a. Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud askataine jenis barang
yang dimanfaatkan, baik berupa barang bergerakrtsesgpeda motor,
barang lektronik, tanah, rumah, bangunan maupus pErang lainnya.

b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang aigaddalah
keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara ketentuan presentase nisbah bagi hasiaiselengan
kesepekatan antara pemilik barang gad#hi() dengan pengelola barang gadai
gadai (murtahin). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwelpipemberi
barang gadai réhin) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai
(murtahin) bila pinjaman uang tunai dimaksud menjadi modaha.

3. Jenis Gadai Akad Ba’'l Mugayyadah

Akad ba'i mugayyadatadalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta

benda barang gadai dengan pengelola barang gadai hegta benda yang

dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Migalpembelian peralatan
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untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjamamasabah harus
menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupangsbasang yang
dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik al#tin maupurmurtahin

Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan keuntubgaspa mark up atas
barang yang dibelikan oleh murtahin atau penerimdag dapat memberikan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akadbglissehinggamurtahin
dapat mengambil keutungan berupa margin dari plEmjuzarang tersebut sesuai
kesepakatan antara keduanya. Sebagai contoh dapgkapkan sebagai berikut,
Hasan membutuhkan pabrik penggilingan padi. MakasaHa mengajukan
permohonan kepada kantor pegadaian agar dapaikdib@abrik yang dimaksud.
Berdasarkan permohonan Hasan maka pihak penggasigaaiah membelikan
kebutuhan Hasan berupa pabrik penggilingan padi.
4. Jenis Gadai Akad ljarah

Akad ljarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaranaatanf
harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikarfamaidengan imbalan, sama
dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalathimikada kebolehan untuk
menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu p#gaggaberupa
kompensast®

Dalam akad dimaksud, penerima gadaiuftahi dapat menyewakan

tempat penyimpanan barargposit box kepada nasabahnya. Barang titipan

% Lihat Ibid, Bandingkan uraian Muhammad Firdausk, dip.cit., Hal. 30.
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dapat berupa harta benda yang menghasilkan maaf@attidak menghasilkan
manfaat. Pemilik yang menyewakan diselutiajir (penggadaian) sedangkan
nasabah (penyewa) disebuonustajir,, dan sesuatu yang dapat diambil manfaat
disebutmajor, sementara kompensasi atau imbalan jasa dis@glntatauujrah.
Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasalaim memberikarfee
kepadamurtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengdikara
marhun kepadaahin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba asal
transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barmmgaisan nasabah harus
memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta tesbptala hal-hal yang
mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah
c. Tidak terdapatnya tambahan biaya yang tidak tencamalam akad.
5. Jenis Gadai Akad Musyarakah Amwal Al-‘Inan
Akad musyarakatamwal al-‘inan adalah suatu transaksi dalam bentuk
perserikatan antara dua pihak atau lebih yang d&po oleh pegadaian syariah
untuk berbagi hasilpfofit loss sharin, berbagi konstribusi, berbagi kepemilikan,
dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musfaraimaksud untuk
mendorong terjadinya investasi bersama antara pylaag mempunyai modal
minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadakurerusaha, dengan

pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum méaat@n secara optimal.

% Muhammad Firdaus, dkk., Mengatasi Masalah Dengamydelaian Syariah,
Ibid., HIm. 29 — 30.
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Karena itu, pengadaian syari’ah dalam hal ini mewlpl laba dari usahanya
dalam menghimpun dangufding product, yaitu melalui penerapan akad
musyarakahgartnership, project financing participatinyang diakadkan adalah
dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengaepkkatan pada saat akad
berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentakau disepakati oleh pihak-

pihak.



